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BAB 1 
KORUPSI DAN TATA KELOLA 
PERGURUAN TINGGI 

 

 

 

A. Korupsi Pada Perguruan Tinggi 

Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus dihadapi 
negara-negara berkembang di dunia, tak terkecuali Indonesia 
pada beberapa dasawarsa terakhir. Berdasarkan data terbaru 
Corruption Perception Index (CPI) 2021 yang dirilis Transparancy 
International (TI) menunjukkan Indonesia menempati peringkat 
96 dari 180 negara dengan poin 38. Skor CPI Indonesia 2021 naik 
sebesar 1 poin dari tahun sebelumnya sebesar 37. Kenaikan skor 
dan peringkat CPI 2021 ini patut diapresiasi sebagai kerja sama 
baik antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam 
upaya mencegah dan memberantas korupsi. Namun, peringkat 
tersebut masih jauh dibawah negara tetangga seperti Filipina, 
Thailand, Malaysia dan Singapura. Posisi CPI Indonesia tersebut 
mengindikasikan bahwa negara ini masih dipandang sebagai 
negara rawan korupsi oleh para pelaku bisnis, pengamat maupun 
analisis negara (Wibowo, 2022).  

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sedikitnya 
37 kasus korupsi terkait perguruan tinggi dalam rentang waktu 10 
tahun sejak tahun 2006 hingga agustus 2016. Dari keseluruhan 
kasus korupsi tersebut ICW mencatat terdapat sedikitnya 65 
pelaku berasal dari lingkungan civitas akademika, pegawai 
pemerintah daerah dan pihak swasta. Secara rinci, pelaku terdiri 
dari 32 orang pegawai dan pejabat struktural di tingkatan Fakultas 
atau universitas, 13 orang Rektor atau Wakil Rekktor, 5 orang 
dosen, 2 orang pejabat pemerintah, dan 10 orang pihak swasta 
(Egi, 2016). 

Pola korupsi paling banyak yang ditemukan di perguruan 
tinggi adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Salah 
satu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi 
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BAB 2 
TEORI KEAGENAN DALAM 
KONTEKS GOVERNANSI 
SEKTOR PUBLIK 

 

 

 

A. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori yang cukup dominan menjelaskan praktik governansi 
adalah teori keagenan (Daily, Dalton, & Albert A. Cannella, 2003; 
Turnbull, 2002). Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh  
Jensen and Meckling (1976), berfokus pada penyelesaian terhadap 
dilema keagenan antara manajemen yang bertindak sebagai agen 
dan pemberi amanat (prinsipal) kepada agen. Dilema keagenan 
terjadi saat prinsipal mendelegasikan kekayaannya atau 
kekuasaannya kepada pihak lain (agen) untuk mengelolanya.  

Teori keagenan memiliki asumsi dasar bahwa agen (manajer) 
adalah pihak yang memiliki kepentingannya sendiri dan tidak 
ingin mengorbankan kepentingannya tersebut dalam rangka 
mengakomodasi kepentingan prinsipal atau pemberi amanat. Di 
sisi lainnya, principal (pemegang saham) berkepentingan untuk 
selalu meningkatkan kekayaannya/kekuasaannya (Daily et al., 
2003). Oleh karena itu, teori keagenan melihat sebuah organisasi 
atau perusahaan sebagai sebuah ikatan kontrak yang 
mengindikasikan bahwa prinsipal dan agen seharusnya memiliki 
kontrak yang bersifat eksplisit yang menunjukkan kesepakatan-
kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut 
biasanya menyatakan bahwa agen harus bertindak untuk 
kepentingan prinsipal dalam mengelola kekayaan milik prinsipal. 

Dalam keadaan ideal, Turnbull (2002) berpendapat bahwa 
agen (manajer) seharusnya menandatangani kontrak yang 
menyatakan secara jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh 
seorang manajer dalam keadaan apapun dan bagaimana sumber 
daya organisasi akan dikelola. Namun, kontrak tersebut dapat 
menimbulkan potensi masalah karena kejadian di masa depan 
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BAB 3 
PENGERTIAN DAN LINGKUP 
GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK 

 

 

 

A. Pengertian Governansi Sektor Publik 

Suatu organisasi termasuk dalam lingkup sektor publik 
apabila mempunyai ciri sebagai berikut: 1) seluruh bagian 
organisasi dibentuk oleh negara atau pemerintah dan 
mendapatkan kewenangannya dari sumber konstitusi baik 
langsung maupun tidak langsung, 2) mayoritas operasional 
organisasinya didanai oleh sumber-sumber keuangan negara, dan 
3) berada di bawah pengawasan lembaga negara atau pemerintah. 
Dengan demikian, sektor publik mencakup semua organisasi yang 
dibiayai oleh keuangan negara dan menjalankan program publik 
baik pelayanan publik maupun penyediaan barang publik baik 
pembangunan, pemerintahan, maupun pelayanan publik 
(termasuk penyediaan barang dan jasa publik).  

Terdapat beberapa definisi governansi sektor publik. United 
Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan 
governansi sektor publik sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, 
politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara di setiap 
level yang mencakup mekanisme, proses, institusi masyarakat dan 
kelompok masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingannya, 
menggunakan hak legal, menjalankan kewajibannya, dan 
memediasikan perbedaannya (UNDP, 2011). World Bank. (2017) 
mendefinisikan governansi sebagai metode kekuatan (power) 
yang dijalankan dalam mengelola sumber daya politik, ekonomi, 
dan sosial untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, 
governansi sektor publik mencakup manajemen sektor publiK 
yang efisien, efektif, ekonomis, akuntabel, pertukaran dan arus 
informasi yang terbuka (transparan), serta pembangunan yang 
mematuhi kerangka hukum (keadilan serta penghormatan 
terhadap kebebasan dan Hak Asasi Manusia). Institute of Internal 
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BAB 4 
NILAI DASAR GOVERNANSI 
SEKTOR PUBLIK 

 

 

 

A. Pendekatan Governansi Sektor Publik Indonesia 

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun Pedoman 
Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) ini adalah 
berbasis prinsip (principle-based). Penyusunan pedoman berbasis 
prinsip ini memberikan ruang gerak yang luas bagi lembaga yang 
akan menerapkannya. Dalam penetapan prinsip governansi sektor 
publik, pendalaman telah dilakukan terhadap beberapa konsep 
yang ada pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang, serta konsep lainnya yang disusun oleh 
beberapa lembaga seperti Bank Dunia, UNDP, OECD, APEC, dan 
European Council.  

Governansi sektor publik diperlukan untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mewujudkan 
tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang 
adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan Indonesia 
merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa governansi sektor publik 
merupakan pelaksanaan atas salah satu sila Pancasila, yaitu 
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ada tiga makna 
besar dalam sila ini, yaitu mengembangkan munculnya sikap adil, 
menjaga secara sungguh-sungguh keseimbangan antara hak dan 
kewajiban, serta memberikan penghormatan pada orang lain.  

Pemerintah harus bersikap adil terhadap semua unsur 
masyarakat, baik dalam menetapkan maupun dalam menerapkan 
kebijakan pembangunan. Dengan mempertimbangkan beberapa 
hal di atas, maka ditetapkan 13 (tiga belas) nilai dasar dalam 
pedoman ini yaitu: kepemimpinan, etika dan kejujuran, supremasi 
hukum, transparansi, independensi, akuntabilitas, amanah, 
berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif,dan 
kolaboratif. 
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BAB 5 
GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE 
(Tata Kelola Universitas Yang Baik) 

 

 

 

A. Ruang Lingkup Universitas 

Kata Universitas berasal dari bahasa latin yang berarti 
masyarakat atau korporasi. Universitas telah hidup di negara Uni 
Eropa pada abad pertengahan sebagai komunitas akademisi dan 
mahasiswa berusaha mempelajarinya tentang beberapa 
manuskrip yang ada, biasanya bersifat religious (Jackson & 
Cowley, 2003). Pengertian tentang universitas diperjelas oleh 
Komisi Royal University of Melbourne, yang berarti tempat 
pendidikan yang dikombinasikan dengan kemajuan pengetahuan 
dan nantinya berguna untuk memperbaiki lingkungan internal 
dan eksternal. Dari definisi ini menunjukkan bahwa universitas 
adalah tempatnya para akademisi yang berusaha untuk 
mempelajari segala ilmu pengetahuan yang nantinya bisa 
mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.  

Di dalam artikelnya, Lombardi, craig, Capaldi, & Gater (2002)  
menjelaskan bahwa dalam inti akademik, peranan fakultas 
memberikan arahan pengendalian terhadap kualitas penelitian 
dan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian diharapkan 
sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang nantinya bisa 
dipakai dalam proses pengajaran. Proses kegiatan ini tentunya 
untuk memperkaya pelayanan terhadap mahasiswa. Untuk 
mencapai pelayanan yang baik perlu adanya fasilitas dan peralatan 
yang memadai, berbagi teknologi, layanan dukungan 
administratif, dan berafiliasi dengan dunia usaha untuk 
memberikan dukungan terhadap penelitian dan pengajaran.  

Secara umum fungsi perguruan tinggi tidak lain adalah untuk 
mengembangkan, menstranfer, dan mempelajari ilmu 
pengetahuan. Dengan demikian, universitas (higher educations): 
(1) harus bisa mempertahankan dan mengembangkan dasar 
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BAB 6 
STUDI KASUS GOOD UNIVERSITY 
GOVERNANCE (Tata Kelola 
Universitas Yang Baik) 

 

 

 

Good University Governance bertujuan untuk mewujudkan 
perguruan tinggi yang berkualitas, akuntabel, transparan, efektif, 
efisien, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada beberapa 
prinsip dasar, termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung 
jawab, independensi, keadilan, jaminan kualitas dan relevansi, 
efektivitas dan efisiensi, nirlaba, dan audit keuangan berkala. 

Transparansi mencakup publikasi informasi keuangan, 
statistik, dan data relevan lainnya di website universitas, 
memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk 
memperoleh informasi mengenai program studi dan proses 
penerimaan mahasiswa. Akuntabilitas mencakup memiliki sistem 
pelaporan dan akuntansi yang transparan, melakukan audit 
keuangan dan kinerja secara berkala, dan membentuk Dewan 
Pengawas independen untuk mengawasi kinerja universitas. 
Tanggung jawab melibatkan setiap individu di lingkungan 
universitas untuk bertanggung jawab atas tugas dan 
kewajibannya, dan pengambilan keputusan harus bebas dari 
konflik kepentingan dan pengaruh pihak luar. 

Independensi memastikan bahwa keputusan bebas dari 
konflik kepentingan dan pengaruh, dan seluruh pemangku 
kepentingan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. 
Penjaminan mutu dan relevansi menjamin pendidikan relevan 
dengan kebutuhan masyarakat, dan perguruan tinggi harus terus 
meningkatkan mutu pendidikan melalui evaluasi berkala, 
pengembangan kurikulum, dan peningkatan kerjasama dengan 
industri dan dunia usaha. 

Efektivitas dan efisiensi melibatkan penggunaan sumber daya 
secara efektif dan efisien, seperti perencanaan dan penganggaran 
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BAB 7 
PENGENDALIAN INTERN, 
KOMITMEN PERGURUAN TINGGI 
DAN GOOD UNIVERSITY 
GOVERNANCE 

 

 

 

A. Sistem Pengendalian Internal 

 GUG merupakan pedoman atau bisa digunakan sebagai 
formula untuk menciptakan pedoman bagi pengelola dalam 
mengelola manajemen perguruan tinggi yang baik dengan 
memperhatikan kepentingan stakeholders. Guna memastikan 
bahwa perguruan tinggi telah melakukan praktik penerapan 
prinsip GUG, maka diperlukan sistem pengendalian intern 
sebagai mekanisme pengawasan atas pengelolaan perguruan 
tinggi. 

Sistem Pengendalian Internal adalah Pelaksanaan 
pengendalian yang dilakukan oleh satuan pengawas internal yang 
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa 
penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi oleh seluruh 
civitas telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang 
berlaku. Indikatornya yaitu :Lingkungan Pengendalian, penilaian 
resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta 
pemantauan.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 
Nomor 47 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Intern di 
lingkungan Kementerian Pendidikan nasional memberikan 
jawaban atas perlunya pengendalian intern yang merupakan 
sistem pengawasan secara sistematik yang terkendali, efisien dan 
efektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas 
pelaksanaan tata kelola, penyelenggaraan tugas dan fungsi serta 
kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional 
(Wibowo, 2022). 
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SENARAI 
 

 

Adaptif mudah menyesuaikan (diri) dengan 
keadaan. 

Akuntabilitas perihal bertanggung jawab; keadaan 
dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Amanah dapat dipercaya (boleh dipercaya); setia 

Corporate Governance suatu sistem yang dirancang untuk 
mengarahkan pengelolaan perusahaan 
secara profesional berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, 
tanggung jawab, independen, kewajaran 
dan kesetaraan. 

Etika tentang apa yang baik dan apa yang 
buruk dan tentang hak dan kewajiban 
moral (akhlak). 

Governansi tata kelola yang baik. 

Harmonis bersangkut paut dengan (mengenai) 
harmoni; seia sekata. 

Independensi Kemandirian. 

Internal dalam (negeri); sebelah dalam; di 
kalangan sendiri; dalam lingkungan 
sendiri. 

Kolaboratif bersifat kolaborasi; (perbuatan) kerja 
sama untuk membuat sesuatu. 

Komitmen perjanjian (keterikatan) untuk 
melakukan sesuatu; kontrak; tanggung 
jawab. 

Kompeten cakap (mengetahui); berkuasa 
(memutuskan, menentukan) sesuatu; 
berwewenang. 
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Kontingensi  keadaan yang masih diliputi 
ketidakpastian dan berada di luar 
jangkauan. 

Korupsi penyelewengan atau penyalahgunaan 
uang negara (perusahaan, organisasi, 
yayasan, dan sebagainya) untuk 
keuntungan pribadi atau orang lain. 

Loyal patuh; setia. 

Oportunis orang yang menganut paham 
oportunisme; paham yang semata-mata 
hendak mengambil keuntungan untuk 
diri sendiri dari kesempatan yang ada 
tanpa berpegang pada prinsip tertentu. 

Prinsipal mengenai atau bertalian dengan prinsip 
(asas); yang terpenting; bagian utama 
(pokok) mendasar. 

Publik orang banyak (umum). 

Supremasi hukum upaya atau kiat untuk menegakkan dan 
memposisikan hukum pada tempat yang 
tertinggi dari segalanya. 

Transparansi keadaan nyata, jelas, jernih. 

University Governance proses pengelolaan dan pengaturan yang 
efektif dan efisien atas semua aspek 
kehidupan universitas, mulai dari 
kebijakan akademik dan administratif 
hingga pengelolaan sumber daya 
manusia dan keuangan. 
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SINOPSIS 
 
 
Buku ini mengupas tuntas pentingnya tata kelola yang baik (Good 
University Governance-GUG) dalam perguruan tinggi. GUG 
menjadi kunci untuk memerangi korupsi yang marak terjadi dan 
meningkatkan kualitas pendidikan. Dibuka dengan paparan 
tentang bahaya korupsi di perguruan tinggi dan bagaimana GUG 
dapat menjadi solusi pencegahannya, buku ini kemudian 
mendalami teori keagenan dalam konteks tata kelola sektor 
publik. Pembaca diajak memahami pengertian, lingkup, dan nilai-
nilai dasar GUG di Indonesia, termasuk kepemimpinan, etika, 
transparansi, akuntabilitas, dan komitmen. Lebih lanjut, dibahas 
pula ruang lingkup universitas, perbedaan antara Corporate 
Governance dan University Governance, serta prinsip-prinsip GUG 
yang esensial. GUG diuraikan sebagai fondasi untuk menciptakan 
mutu perguruan tinggi yang unggul. Studi kasus penerapan GUG 
di beberapa perguruan tinggi turut dihadirkan, memberikan 
contoh nyata penerapan konsep ini. Buku ini diakhiri dengan 
pembahasan tentang pengendalian internal dan komitmen 
perguruan tinggi dalam mewujudkan GUG. 


